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TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN,

: a bahwa untuk penmgkatan kualitas pelayanan publik secara 
berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik 
terpadu dan tenntegrasi seluruh jenis pelayanan pada satu 
tempat,

b bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik 
yang cepat, mudah, teqangkau, aman dan nyaman, perlu 
dilakukan pengintegrasian pelayanan publik secara terpadu,

c bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden 
Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mai 
Pelayanan Publik, Pemenntah Daerah Kabupaten 
melaksanakan penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik,

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik,

: 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038),

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5579),

3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573),



4 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222),

5 Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 
2021 Tentang Petunjuk Tekms Penyelenggaraan Mai 
Pelayanan Publik (Benta Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 1573),

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK

JtJAJtJ 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan
1 Daerah adaiah Kabupaten Pacitan
2 Pemenntah Daerah adaiah Pemenntah Kabupaten Pacitan
3 Bupati adaiah Bupati Pacitan
4 Sekretans Daerah adaiah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu yang
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t-\ t m  f i v n r v nse ia n ju m y a  u isingK ai u n v i r i o r  a u a ia n  u in a s  ren a ria m a n  m oudi u an  
Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten Pacitan 
Kepala Dmas adaiah Kepala DPMPTSP Kabupaten Pacitan 
Pelayanan Terpadu Satu Pmtu yang selanjutnya dismgkat PTSP adaiah 
pelayanan secara tenntegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dan tahap 
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui 
satu pmtu
Pelayanan Publik adaiah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
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pelayanan publik
Penyelenggara pelayanan publik yang diselanjutnya disebut Penyelenggara 
adaiah setiap mstitusi Penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga 
Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan 
pelayanan publik, dan badan hukum lam yang semata-mata untuk kegiatan
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11

pelayanan publik
Mai Pelayanan Publik yang selanjutnya dismgkat MPP adaiah 
pengmtegrasian Pelayanan Publik yang dibenkan oleh Pemenntah Kabupaten 
secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya memngkatkan kecepatan, 
kemudahan, jangkanan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan 
Orgamsasi Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 
Orgamsasi Penyelenggara adaiah satuan keija penyelenggara pelayanan 
publik yang berada dilmgkungan mstitusi penyelenggara negara, korporasi, 
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 
kegiatan pelayanan publik dan badan hukum yang dibentuk semata-mata 
untuk kegiatan pelayanan publik
Sistem pelayanan terpadu adaiah satu kesatuan pengelolaan dalam 
pembenan pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol 
oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat 
dan mengurangi biava



13 Pelayanan Secara Elektromk yang selanjutnya disingkat PSE adalah 
pelayanan penzman dan non penzinan yang dibenkan secara elektromk baik 
secara online maupun offline

14 Pembina lekms Pelayanan adalah lnstansi yang mempunyai tugas dan 
fungsi melakukan pembmaan tekms terhadap unit pelayanan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

15 Unit Pelayanan Publik adalah satuan kerja yang secara langsung 
membenkan pelayanan kepada masyarakat

16 Penzman adalah pembenan iegaiitas daiam bentuk lzm kepada orang 
perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan 
tertentu

17 Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah 
dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti Iegaiitas yang 
meiiyauikcm bail atau uipeibolehkaiinya oiang pexseoiaxigau atau badan 
hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu

18 Non izin adalah rekomendasi atau dokumen lainnya berdasarkan Peraturan 
Daerah dan/atau peraturan lainnya yang dibenkan kepada orang 
perseorangan atau badan hukum

Pasal 2

Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk
a membenkan kemudahan, kecepatan, keteqangkauan, keamanan, dan 

kenyamanan kepada masyarakat daiam mendapatkan pelayanan, dan
b memngkatkan daya samg dan membenkan kemudahan berusaha

BAB II
PENYELENGGARAAN MPP

Baglan K esatu  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lmgkup Penyelenggaraan MPP adalah 
a Lokasi Penyelenggaraan MPP, 
b Sumber Daya Manusia, 
c Sarana dan Prasarana, 
d Pelaksanaan, 
e Mekamsme Pelayanan,
f Monuonng, Evaiuasi dan Peiaporan,
g Pembiayaan, dan 
h Pembmaan dan Pengawasan

Bagian Kedua
L o k a s i P e n y e le n g g a r a a n  IvIFP 

Pasal 4

Lokasi Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 huruf a
K n r *1 r v lr ^ m  1 P o  r » i+ o v iu v > i^ v /x v a o i  u i  x cxwxcccxx



Bagian K etiga  
Sum ber Daya M anusia

F a sa l5

(1)

(3)

(4)

(5)

( 1)

(2)

(3)

(4)

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah 
seluruh pegawai DPMPTSP dan pegawai dan Penyelenggara yang bergabung 
dalam MPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1 Cgctwcu UCUl 1 CiXJClCllg^cUCL OC UdgCU.lllCU.lCl U.1 1 1 1CUVC5 UU. p a u a  cxycu. j c u t u

pagawai yang ditempatkan untuk melaksanakan pelayanan di MPP 
berdasarkan penetapan atau penugasan dan masmg-masing Pimpman 
pemben layanan yang bergabung dalam MPP sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan
Porrrrtt^finn r\ar»prv*Kr»V»on o+on nonm irnrtrrnn nDorntum loirrmnn nnrlo ÂfDD
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dapat dilakukan oleh pimpman Penyelenggara sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan
Pegawai yang dibenkan tugas di MPP selarn Pegawai DPMPTSP, admimstrasi 
kepegawaiannya tetap menjadi tanggungjawab masmg-masmg
P a d  v a I A n  or era  r a

Selam Pegawai sebagai dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP memfasilitasi 
ketersediaan SDM antara lam 
a penyediaan pengolah data layanan, 
b tekmsi teknologi mformasi,
c tekmsi hstnk dan janngan,
d tenaga pemeliharaan fasilitas MPP, 
e petugas mformasi, 
f unit penanganan pengaduan, 
g petugas keamanan, 
h petugas parkir dan 
i petugas lainnya sesuai kebutuhan

Bagian K eem pat 
Sarana Dan Prasarana

Pasai 6

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, 
DPMPTSP menyediakan gedung, sarana dan prasarana/fasilitas pendukung 
lamnya
DPMPTSP bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan gedung, 
sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
a kantor depan/front office,
b kantor belakang/back office,
c i uung pendukung, uan
d alat/fasilitas pendukung
Kantor depan/front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
paling sedikit terdm atas 
a loket penenmaan,
U --------U XUiVCt pCll̂ CXCUiCUi,
c loket pembayaran,
d ruang/tempat layanan mformasi,
e ruang/tempat layanan pengaduan, dan
f ruang layanan konsultasi



(5)

(6 )

(7)

(8)

19)\  i

Kantor belakang/ back office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
paling sedikit terdm atas 
a ruang rapat, dan 
b ruang pemrosesan
Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling 
sedikit terdin atas 
a ruang tunggu,
b ruang laktasi,
c ruang difabei dan manuia, 
d ruang bermam anak, 
e ruang arsip dan perpustakaan, 
f toilet/kamar mandi, 
g tempat ibadah, 
h tempal paikir, dan
l ruang/ tempat penjualan makanan dan mmurnan
Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
paling sedikit terdin atas 
a seragam pelayanan,
uU 1U111XUU.1 ,
C

d
e
f
r rs
h
l
J
k
1
m
n
o
P

telepon dan mesm faksimile, 
perangkat komputer, pnnter, dan scanner, 
mesm antnan,
alat pengukur kepuasan layanan,
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mesm foto copy,
kamera pengawas (Closed Circuit Television /  CCTV),
koneksi internet,
lemon j website dan e-mail,
a lot- npmiA/liQ r) licttilr afan  i im n fo r r t  irvhhlo  n m n o r  c im r th i  /TTPQ̂
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alat pemadaman kebakaran, 
pendmgm ruangan, 
televisi, 
brosur,

r petimjuk arah lokasi, dan
s alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan 
Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung, sarana dan 
prasarana/fasilitas pendukung lamnya dilakukan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan
Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan 
Daerah

Bagian K elim a  
Pelaksanaan

Pasal 7

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi 
tahapan
a persiapan, dan 
b pelaksanaan

(2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
a pembentukan tim pelaksana pembangunan MPP yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati, dan
b penandatanganan perjanjian pelayanan pada MPP dalam bentuk

1 kesepakatan bersdixia, jika perjanjian dilakukan aiuai-remeninaii 
Daerah dan/atau antar-Perangkat Daerah,



2 peijanjian kerja sama, jika peijanjian dilakukan antara Pemenntah 
Daerah dengan Pihak Ketiga, atau 

3 sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, jika perjanjian 
dilakukan antara Pemenntah Daerah dengan Kementenan/Lembaga, 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam 
bentuk rencana keija

Pasal 8

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b 
diselenggarakan oleh DPMPTSP
MPP meliputi seluruh pelayanan penzman dan non penzman yang menjadi 
kewenangan Pemenntah, Pemenntah Daerah, dan Swasta sesuai ketentuan 
PeiaLuid.il rei uiiddiig-Undaiigciii
DPMPTSP menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh 
Penyelenggara yang tergabung dalam penyelenggaraan MPP yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati
Penyelenggara yang tergabung dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana
u m icu v au u  p a u a  ctycu. u c tp a t  liicicuvujvctii puuiiivctox iv c p a u a  iucio^ cucuvcll

pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan MPP

Bagian K eenam  
M ekanism e Pelayanan

Mekamsme pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, 
Penyelenggaraan MPP dapat melibatkan Orgamsasi Penyelenggara yang 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, 
dan badan hukum lam yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik 
Mekanisme penempatan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP 
yang diselenggarakan oleh Orgamsasi Penyelanggara sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), dilakukan melalui mekamsme perjanjian kerja sama sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk pelaksanaan Penyelenggaran 
MPP oleh mstitusi dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menjadi tanggung jawab Pemenntah Daerah sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan
Setiap mstansi dan/atau lembaga penyelenggara MPP bertanggung jawab 
atas pelayanan yang dibenkan mstansi dan/atau lembaga tersebut 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 10

Mekanisme pelayanan dalam MPP diselenggarakan dengan pnnsip 
a keterpaauan, 
b berdayaguna, 
c koordmasi, 
d ekonomis, 
e akuntabilitas,
f aksebiluas, uan 
g kenyamanan
Mekamsme pelayanan penzman dan non penzman yang menjadi 
kewenangan DPMPTSP tetap dilaksanakan dengan bentuk PTSP sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Pcnibcri5j.i ______ 1 ______ ______ _______

pcidj'cui.cui pada iv xnn 
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Operasional Prosedur



(4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun 
secara bersama dengan pemben layanan dan ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati

(5) Pelayanan pembenan mformasi dan penanganan pengaduan dilaksanakan 
secara tenntegrasi dalam satu kesatuan MPP

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan pelayanan MPP dapat menggunakan PSE 
\2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mencakup aphkasi otomasi proses 

keija (business process) dan mformasi layanan sesuai Standar Pelayanan 
yang sudah ditetapkan untuk masmg-masmgjems layanan

(3) DPMPTSP sebagai pengelola PSE, mempunyai kewajiban
a menjamm PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tmgkat 

layanan, keaiuanan data dan liifonnabi, 
b melakukan koordmasi dan smkromsasi pertukaran dan pemanfaatan 

data serta mformasi secara langsung (online) dengan semua pihak 
terkait,

c melakukan tmdakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE,
A i ~+ *3 +4. A*++~U liiCllJCU-lcUVCUi JCJCUV dUU.lt ÛUUU ULUljy UCU1
e menjamm keamanan dan kerahasiaan data dan mformasi yang 

diselenggarakan melalui PSE
(4) PSE yang belum atau tidak dapat dismkronkan dengan PSE MPP menjadi 

tanggung j awab masmg-masmg pemben layanan

Bagian K etujuh
M onitoring, B valuasi, Dan Pelaporan  

Pasal 12

(1) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf f, dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdm dan
a Perangkat D«f*rab varta menvelpnaparakan tnaaa dan funcrai Hi hiHancr-  —-Q  "" '  J    O  ---------- J  — O O "  —    0 ~  *  * ■'*—  — o    -  — o

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
b Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang 

Hukum,
c Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang 

Oreamsasi
d Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang 

Komumkasi dan Informatika, dan
e Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan penzinan berusaha 
f3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat f 1) mempunyai tugas 

a melakukan evaluasi secara berkala, dan 
b melaporkan hasil kepada Bupati melalui Sekretans Daerah

Bagian K edelapan  
Pem biayaan

Pasal 13

(1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listnk, air, janngan internet dan 
telepon yang digunakan untuk penyelenggaraan MPP menjadi tanggung 
jawab DPMPTSP dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan



(2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi 
tanggungjawab masmg-masmg pemben layanan yang tergabung dalam MPP 
yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah

(3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan Urganisasi 
Penyelenggara diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 
Undangan

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
dituangkan dalam Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama atau Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Bagian K esem bilan  
Pem binaan Dan Pengaw asan

(1) Dalam rangka memngkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan 
Penyelenggaraan MPP, dilaksanakan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan MPP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

(3)

D o tv »  K i  
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tergabung dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan oleh masmg-masmg 
pimpman pemben layanan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi 
tugas dan fungsmya
Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan MPP dilakukan

i 41 \ /

masmg pihak yang tergabung dalam penyelenggaraan MPP, 
b secara fungsional oleh aparat pengawasan mtem Pemenntah 

Kabupaten, dan 
c pengawasan masyarakat
Untilk mendornno- narti«iina<;i mawarakfll qphacrpi npnpciina lavanan Hfllam 
memlai kmerja penyelenggara MPP, maka pengelola MPP dapat melakukan 
Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 
setahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB III
J  AMIN AN KEAMANAN DAN KESELAMATAN 

Pasal 15

(1) Jamrnan keamanan dan keselamatan pelayanan adalah dalam bentuk 
komitmen bersama Penyelenggara MPP untuk membenkan rasa aman, be'bas 
dan bahaya dan resiko keragu-raguan

(2) Jamrnan kemanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam penyelenggaraan MPP meliputi
a pelayanan tanpa suap, pungli dan gratifikasi, 
b jamrnan atas keasiian dan keabsahan proauk layanan, 
c petugas layanan yang kompeten dan ditugaskan oleh atasan langsung, 
d pelaksanaan pelayanan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan 
e mformasi atas data identitas pemohon pelayanan dijamin

kex cU X d M d dX X X X y d



BAB IV 
PENUTUP

Pasai 16

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
Bupan mi aengan penempatannya aalam Benta Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal 18 - 8 - 2022

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan 
pada tanggal 18 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
X T A m T T JflT 't'T V T  D & r T T A I S

A A *  M A I  *  A  A  V A  Ah Ah * A «  J
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HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 2  NOMOR 68


